BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Dari hasil penelitian mewirausahakan pemerintah untuk mewujudkan
pelayanan publik yang lebih baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung, Data tersebut menunjukan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung memiliki intensitas yang tinggi di 3 Kkarakteristik

kewirausahaan publik yaitu:

No. | Karakteristik Kewirausahaan Publik Presentase adanya
Karakteristik

Kewirausahaan Publik

1 Memanfaatkan peluang 95,9 %

2 Melakukan inovasi 90 %

3 Memiliki otonomi atau 64 %
kebebasan/freedom atau diskresi (Otonomi yang

untuk dimanfaatkan sebagai dasar dimiliki hanya di ruang

pembuatan keputusan lingkup masing-masing
bidang)
4 Pengambilan Resiko 19 %
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Jadi, dari tabel di atas terlihat karakteristik kewirausahaan yang paling
menonjol adalah memanfaatkan peluang dan melakukan inovasi. Selain itu untuk
karakteristik kewirausahaan publik yaitu otonomi dalam pembuatan keputusan
sangat lemah dikarenakan otonomi yang dimiliki hanya di masing-masing bidang
tersebut. Sehingga membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak berani
mengambil resiko, dikarenakan otonomi yang dimiliki hanya sebatas ruang

lingkup bidangnya.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa untuk karakteristik kewirausahaan

publik yaitu pengambilan resiko, sebanyak 81% organisasi Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang tidak memiliki karakteristik tersebut.
Padahal menurut Barnier dan Hafsi'?> mengatakan bahwa karakteristik mendasar
dari wirausaha publik adalah perilaku yang proaktif, inovatif dan berani
mengambil resiko. Tetapi karakteristik kewirausahaan publik yaitu resiko tidak

dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Meskipun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tidak memiliki
karakteristik kewirausahaan publik yaitu, pengambilan resiko. Tetapi, Satuan
Kerja Perangkat Daerah memiliki usaha untuk memanfaatkan peluang dan

melakukan inovasi berdasarkan dari temuan yang diperoleh peneliti.

Jadi, dapat disimpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
memiliki sebagian karakteristik kewirausahaan publik, yaitu memanfaatkan

peluang dan melakukan inovasi. Karakteristik kewirausahaan publik yang dimiliki

122 Barnier dan Hafsi, Op.Cit.,489-492.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tersebut dapat mewujudkan

pelayanan publik yang lebih baik. Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memanfaatkan
peluang dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi hal ini dapat
membuat akses dan fasilitas pelayanan meningkat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memiliki inovasi
dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi hal ini dapat meningkatkan
komunikasi, dan akes dan fasilitas yang meningkat.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung memiliki otonomi
yang rendah sehingga membuat daya tanggap juga rendah dalam
merespon kebutuhan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan otonomi
yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya sebatas di ruang
lingkup bidangnya saja.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tidak memiliki
pengambilan resiko sehingga keandalan dan biaya juga rendah. Hal ini
terjadi akibat tidak adanya kebebasan yang diberikan atasan dalam
mengambil keputusan. Sehingga kegiatan yang dilakukan harus

berdasarkan peraturan yang ada.

Oleh sebab itu perlunya untuk mewirausahakan pemerintah untuk dapat

memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan penciptaan nilai-nilai publik.



198

7.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan peneliti
dalam mewirausahakan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang

lebih baik, yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk lebih lagi memahami mengenai UU 23 tahun 2014 dimana
Undang-Undang tersebut dapat melindungi aparatur sipil negara dalam
melakukan perubahan.

2. Dengan adanya UU 23 tahun 2014 tersebut, maka diharapkan para kepala
bidang bisa lebih berani mengambil resiko dalam hal melakukan inovasi

3. Perlu adanya pemberian wewenang yang lebih kepada kepala bidang
dalam kordior yang tidak melanggar UU No.23 Tahun 2014.

4. Perlu adanya nilai-nilai kewirausahaan publik agar dapat mewujudkan
pelayanan publik yang lebih baik. Karena nilai-nilai tersebut dapat memacu
organisasi untuk melakukan suatu perubahan dalam memperbaiki organisasi.

5. Perlu adanya keterlibatan masyarakat yang nyata dalam membuat suatu
program, sehingga masyarakat dapat turut aktif dalam membuat suatu
program.

6. Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan ketetapan
yang jelas dalam hal waktu khususnya untuk memperoleh pelayanan.

7. Perlu adanya kesadaran kepala bidang untuk cepat tanggap terhadap

respon maupun keluhan dari masyarakat.
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